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Question : Apakah peran JF AKPD di Pemerintah Pusat sama dengan di Pemerintah Daerah?
Answer : 

Q & A
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Question : Apakah JF AKPD di Pemda bisa ditempatkan di semua OPD? Bagaimana perlakuan terhadap AKPD 
yang ada pada SKPD selain BPKAD, Bapelitbangda & Bapenda serta AKPD kesekretariatan pada 3 skpd 
tersebut akibat penyetaraan jabatan?

Answer : 

Q & A
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Question : Bagaimana pola kerja AKPD penyetaraan di pemerintah daerah karena selama ini tugas yg dikerjakan 
masih sama dengan tugas pada jabatan sebelumnya?

Answer : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk 
penyederhanaan birokrasi,  pada Pasal 4 penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan:
- Penyederhanaan struktur organisasi
- Penyetaraan jabatan
- Penyesuaian sistem kerja, meliputi:

1. Mekanisme kerja, dan
2. Proses bisnis

Question : Apa peran informasi keuangan dalam SIKD Next Generation Kami diminta secara mandiri mencari 
informasi diklat terkait JF AKPD, apakah ada jadwal biasanya pelaksanaan diklat di bulan apa? Dan 
apakah ada kontak narahubung terkait dengan pendaftarannya?

Answer : Dapat bergabung dalam WhatsApp Channel JF AKPD melalui tautan https://linktr.ee/jafungakpd

Question : Pengumuman pendaftaran AKPD sudah dibuka, sekiranya kapan dilaksanakan uji kompetensi nya? 
Sudah jadi impian untuk menjadi jantung pengelolaan keuangan pemerintah. tapi kok pendaftaran belum 
dibuka-buka ya sudah nunggu setahun? 

Answer : Informasi mengenai Uji Kompetensi II 2024 dapat diakses pada tautan https://linktr.ee/ukomakpd2024
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Question : Bagaimana cara menentukan kebutuhan AKPD pada dinas yang membidangi keuangan?
Answer : 

Q & A
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Question : Saya baru 6 bulan di BPKAD. dulu saya bertugas di Bappeda selama 8 tahun dan pernah menyusun 
KUA PPAS. Syarat untuk jadi AKPD adalah 2 tahun berpengalaman di bidang Keuangan Daerah. Apakah 
pengalaman saya Bappeda itu sudah diakui mempunyai pengalaman 2 tahun di bidang keuangan 
daerah?

Answer : syarat pengalaman 2 tahun (akumulatif) di bidang HKPD ditunjukkan melalui riwayat penugasan pada unit 
teknis di 3 OPD (Bapenda/BPKAD/Bappeda), dan dituangkan secara jelas dalam form Daftar Riwayat Hidup 
saat mendaftar uji kompetensi. 

Question : Sebagai jantung pengelola keuangan pemerintah, mengapa status AKPD terkesan kurang dianggap 
daripada jabatan struktural di Daerah? 

Answer : Kompetensi JF AKPD terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar level 
pada jenjangnya. Kompetensi tersebut dibutuhkan agar AKPD dapat melaksanakan tugasnya dan 
menghasilkan output/hasil kerja berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi 
pimpinan/organisasi. Penugasan  dan hasil kerja AKPD tentu sangat berpengaruh pada rekognisi dari 
pimpinan/organisasi.
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Question : Apakah tunjangan AKPD hasil penyetaraan akan disesuaikan dengan tunjangan AKPD yang dari 
fungsional sejak awal, karena tunjangan AKPD hasil penyetaraan saat ini masih sama dengan tunjangan 
jabatan sebelumnya?

Answer : Sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian 
Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dalam hal penghasilan yang diterima JF hasil penyetaraan jabatan mengalami penurunan, penghasilan 

dibayarkan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya.
- Dalam hal penghasilan yang diterima sama atau lebih besar dari penghasilan pada saat menjadi 

pejabat administrasi, penghasilan yang dibayarkan sesuai penghasilan JF hasil penyetaraan jabatan.

Question : Apakah ada evaluasi dari Kementerian Keuangan selaku Instansi Pembina kepada AKPD di Kab/Kota? 
Bagaimana mekanismenya?

Answer : Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Instansi Pembina dilakukan melalui berbagai sarana, antara 
lain saat proses pengusulan kebutuhan JF AKPD, uji kompetensi, pelaksanaan diklat/pelatihan, dan melalui 
surat terkait monitoring dan evaluasi kepada AKPD dan Instansi Pengguna.
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